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Abstract: Citizen 's Charter Programme Related Sanitation Development WWTP ( Waste Water 
) Domestic Communal In Order To Achieve Sustainable Development. This study was conducted 
to see the impact of the end of a communal domestic wastewater sanitation development programs 
related to the implementation of citizen's charter in the health field. Construction of a communal 
domestic WWTP is indicated for the long-term development period. Government of Blitar City 
sanitation specializing in domestic waste water management because there are many people 
around the District Sananwetan and the District Kepanjenkidul lifestyle have less clean and 
healthy. Sanitation is one of the means used to deal with household waste that is in a densely 
populated neighborhood. This study used a qualitative approach and descriptive data analysis 
model of Miles Hubberman. The result is the construction of a communal domestic wastewater 
sanitation various diseases caused due to lack of clean and healthy living can be overcome and 
change the lifestyle of the people to live a clean and healthy. Suggestion that the government 
should continue to monitor how people manage and maintain the communal sanitary domestic 
WWTP itself to be used in a long period of time in accordance with the original purpose 
 
Keywords : domestic WWTP communal sanitation development , the final results from program 
citizen 's charter the field of health , Long Term Regional Development Plan of Blitar . 
 
Abstrak: Program Citizen’s Charter Terkait Pembangunan Sanitasi IPAL (Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah) Domestik Komunal Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable 
Development. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak akhir pembangunan sanitasi IPAL 
domestik komunal terkait penerapan program citizen’s charter pada bidang kesehatan. 
Pembangunan IPAL domestik komunal ini ditunjukan untuk pembangunan kurun jangka panjang. 
Pemerintah Kota Blitar mengkhususkan sanitasi pada pengelolaan air limbah domestik karena 
masih banyaknya masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan 
Kepanjenkidul memiliki pola hidup kurang bersih dan sehat. Sanitasi ini merupakan salah satu 
cara yang digunakan untuk menangani masalah limbah rumah tangga yang ada di lingkungan 
padat penduduk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data 
model Miles Hubberman. Hasilnya dengan pembangunan sanitasi IPAL domestik komunal 
berbagai penyakit yang disebabkan karena hidup kurang bersih dan sehat dapat teratasi dan 
merubah pola hidup masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Saran sebaiknya pemerintah terus 
memantau bagaimana masyarakat mengelola dan merawat sanitasi IPAL domestik komunal itu 
sendiri agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan tujuan awal.  
 
Kata kunci: pembangunan sanitasi IPAL domestik komunal, hasil akhir program citizen’s charter 
di bidang kesehatan, Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kota Blitar. 
 
 
Pendahuluan  
Salah satu bentuk kemerosotan kualitas 
lingkungan akibat kepadatan penduduk yaitu 
peningkatan limbah domestik yang pada 
lingkungan sekitar, hal ini merupakan salah satu 
akibat dari banyaknya pemukiman warga yang 
kurang memperhatikan tata letak rumah yang 
akan mereka bangun. Peningkatan limbah 
domestik akibat tata letak dari setiap rumah yang 
sembarangan dan tidak teratur dapat 
mempengaruhi kesehatan masyarakat. Limbah 
dapat diartikan sebagai sisa hasil produksi/ usaha 
aktivitas manusia yang tidak bermanfaat dan 
tidak bernilai ekonomi serta dapat mencemari 
lingkungan serta menimbulkan dampak negatif 
lainnya.  
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Terkait dengan tata cara pengelolaan 
limbah yang tepat dan sesuai, maka banyak 
harapan kita sebagai warga Negara agar 
pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu 
bekerjasama dalam menangani masalah-masalah 
tentang limbah yang semakin hari semakin 
meningkat. Salah satu cara yang telah dilakukan 
Pemerintah Indonesia untuk mengatasi 
permasalahan limbah rumah tangga yang ada 
pada kawasan pemukiman padat penduduk 
adalah dengan cara membangun Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM), memiliki tujuan 
untuk memperbaiki kesehatan dan lingkungan 
masyarakat. Sebenarnya sanitasi sendiri dibagi 
menjadi 3(tiga) sasaran pokok yang difokuskan 
pada pengelolaan air limbah (khusus rumah 
tangga), pengelolaan sampah, dan pengelolaan 
drainase.  
Program STBM telah dicanangkan pada 
bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan 
pendekatan untuk mengubah perilaku hidup 
bersih bagi semua orang terutama pada golongan 
menengah ke bawah. Kota yang telah 
menerapkan STBM dalam rangka mendukung 
pengembangan program citizen’s charter adalah 
kota Blitar. Strategi Nasional Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) memiliki indikator 
outcome yaitu menurunnya kejadian penyakit 
diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya 
yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. 
Sedangkan indikator output-nya adalah sebagai 
berikut: Setiap individu dan komunitas mem-
punyai akses terhadap sarana sanitasi dasar 
sehingga dapat mewujudkan komunitas yang 
bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF). 
Setiap rumah tangga telah menerapkan 
pengelolaan air minum dan makanan yang aman 
di rumah tangga. Setiap rumah tangga dan sarana 
pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti 
sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, 
terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, 
sabun, dan sarana cuci tangan), sehingga semua 
orang mencuci tangan dengan benar. Setiap 
rumah tangga mengelola limbahnya dengan 
benar. (Risalah Sanitasi Kota Blitar tahun 2011. 
Blitar, Kantor Lingkungan Hidup). Beberapa 
tempat di kota Blitar tempat yang telah 
menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) yaitu salah satunya berada di jalan 
Sumatra lingkungan karanglo RT 05 RW XV 
kelurahan Sananwetan kecamatan Sananwetan 
dengan jumlah 87 KK/ 312 jiwa, dan satu lagi 
berada di jalan Barito Selatan No. 31A  
lingkungan Kauman RT 01 RW 07 kelurahan 
Kauman kecamatan Kepanjenkidul. Hasil dari 
dari pengembangan pembangunan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat berdampak pada kesehatan 
masyarakat di wilayah Kecamatan Sananwetan 
dan Kecamatan  Kepanjenkidul. Hasil akhir yang 
seperti itu sangat membantu pemerintah kota 
Blitar untuk meneruskan Program Citizen’s 
Charter pada bidang kesehatan.  
Citizen’s charter (CC), atau pakta 
pelayanan publik, merupakan salah satu jenis 
pernyataan resmi dari penyelenggara pelayanan 
publik kepada masyarakat pengguna/ pelanggan 
sebagai “janji” atas kualitas pelayanan publik 
yang akan diberikan. Citizen’s charter pelayanan 
publik mendorong penyedia layanan publik 
untuk bersama dengan pengguna layanan dan 
stakeholders lainnya untuk menyepakati jenis, 
prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan 
dengan mempertimbangkan keseimbangan hak 
dan kewajiban antara penyedia layanan, 
pengguna layanan, serta stakeholders terkait.  
Selain itu, alasan pemerintah kota Blitar 
terus mengembangkan program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) karena telah 
tercantum pada Memorandum Program Sektor 
Sanitasi (MPSS). MPSS ini disusun berdasarkan 
Buku Putih dan Dokumen Strategi Sanitasi Kota 
(SSK). MPSS ini juga merupakan salah satu 
bentuk komitmen bersama antara pemangku 
kepentingan dalam investasi sektor sanitasi di 
kota Blitar. Memorandum Program (MP) yang 
dapat memberikan gambaran tentang kebijakan 
pendanaan untuk implementasi pembangunan 
Sanitasi Kota Blitar selama 4 tahun yaitu dari 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 
Pengembangan layanan sanitasi kota perlu 
didasari oleh suatu rencana pembangunan 
sanitasi jangka menengah (antara kurun waktu 3 
sampai 5 tahunan) yang bersifat kompehensif 
dan strategis (Memorandum Program Sector 
Sanitasi (MPSS) Kota Blitar tahun 2011-2014).  
Rencana jangka menengah yang telah 
tersusun dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota 
(SSK) juga perlu diajabarkan lebih detail 
kedalam rencana implementasi sehingga 
dijadikan dasar dalam rangka layanan sanitasi 
yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi secara 
menyeluruh. Strategi Sanitasi Kota (SSK) juga 
dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para 
pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk 
dapat terus bersinergi mengembangkan layanan 
sanitasi kotanya. Pembangunan sanitasi di Kota 
Blitar juga harus diupayakan dapat dilaksanakan 
secara terpadu dengan dukungan dari semua 
pihak baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan 
dari donor. Secara umum, Kota Blitar 
menggunakan 3 komponen pendapatan untuk 
membiayai pembangunan sarana dan pra-
sarananya.  
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Komponen-komponen tersebut adalah :  
1. PAD – pendapatan asli daerah (kon-
tribusinya sekitar 10%). 
2. Dana perimbangan (kontribusinya 
berkisar diatas 80%).  
3. Pendapatan yang sah (kontribusinya 
berkisar 3% hingga 5% dari total 
pendapatan).   
 
Tinjauan Pustaka 
Dalam bagian ini peneliti menggunakan 
teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk 
menggambarkan fenomena atau masalah yang 
dipilih.  
A. Pelayanan Publik  
Sinambela, (2005, h.5, dikutip dari Harbani 
Pasolong, 2013, h.128) Pelayanan publik adalah 
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yanhg menguntungkan 
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu prosuk fisik.  
B. Citizen’s Charter 
Citizen’s charter (CC), atau pakta 
pelayanan publik, adalah salah satu jenis 
pernyataan resmi dari penyelenggara pelayanan 
publik kepada masyarakat pengguna/pelanggan 
sebagai “janji” atas kualitas pelayanan publik 
yang akan diberikan. Citizen’s charter pelayanan 
public mendorong penyedia layanan publik 
untuk bersama dengan pengguna layanan dan 
stakeholders lainnya untuk menyepakati jenis, 
prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan 
dengan mempertimbangkan keseimbangan hak 
dan kewajiban antara penyedia layanan, 
pengguna layanan, serta stakeholders terkait. 
C. Kebijakan Pembangunan Perkotaan 
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri No 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 
2000, tentang pedoman umum Penyusunan 
Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP) 
menyebutkan “pengertian pembangunan perko-
taan adalah semua pembangunan yang dilakukan 
pemerintah, masyarakat dan swasta diwilayah 
kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat serta meningkat-
kan laju pertumbuhan ekonomi daerah”. 
D. Etika lingkungan 
 Etika Lingkungan merupakan disiplin ilmu 
yang membicarakan tentang norma dan kaidah 
moral yang mengatur perilaku manusia dalam 
berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip 
moral yang menjiwai perilaku manusia dalam 
berhubungan dengan alam.  
E. Lingkungan Hidup  
 Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang 
pengelolan lingkungan hidup adalah kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia 
dan perilakunya, yang mempengaruhi  periku 
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lainnya. Sanitasi adalah perilaku 
disengaja dalam pembudayaan hidup bersih 
dengan maksud  mencegah manusia bersentuhan 
langsung dengan kotoran dan bahan buangan 
berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan 
menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. 
F. AMDAL dan ANDAL (Analisis Dampak 
Lingkungan)  
AMDAL Menurut Undang-undang No. 23 
tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan 
hidup, maka yang disebut AMDAL adalah kajian 
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan kebutuhan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/ atau kegiatan. 
ANDAL adalah telaahan secara cermat dan 
mendalam tentang dampak penting suatu rencana 
usaha dan/atau kegiatan. 
 
Metode Penelitian  
Burhan Bungin, (2008, h.68-69) Penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif  
bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 
berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 
fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 
yang menjadi objek penelitian dan berupaya 
menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu 
ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 
tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.  
Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bentuk kerjasama antara pemerintah kota Blitar 
dengan pihak swasta terkait pengembangan 
program Citizen’s Charter dibidang kesehatan 
dengan cara pembangunan IPAL sanitasi total 
berbasis masyarakat, antara lain: Water and 
Sanitation Program (WASAP), AUS-AID/ IEG, 
Urban Sanitation for PNPM Mandiri (USRI), 
Environmental Cooperation-Asia (ECO-Asia). 
(2) Tingkat kepuasan masyarakat sekitar terkait 
pembangunan sanitasi dan upaya pemerintah 
memonitoring serta melihat pengembangan 
berkelanjutan pembangunan sanitasi. (3) Faktor 
yang mempengaruhi pembangunan sanitasi baik 
sebelum dan sesudah pembangunan sanitasi. (4) 
Bentuk pengelolaan dan perawatan sanitasi. (5) 
Dampak dari pembangunan sanitasi setelah 
waktu 5 tahun. (6) Faktor yang mendukung dan 
menghambat dalam pembangungan sanitasi serta 
pengembangan dari program Citizen’s Charter.  
Lokasi penelitian ini adalah di jalan 
Sumatra lingkungan karanglo RT 05 RW XV 
Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan, 
dan satu lagi berada di jalan Barito Selatan No. 
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31-A  lingkungan kauman RT 01 RW 07 Ke-
lurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota 
Blitar. Sumber data diperoleh dari data primer 
dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Model analisis data yang digunakan oleh peneliti 
adalah model analisis data Miles dan Hubberman 
yang diterjemahkan dalam Sugiyono (2008, 
h.247) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi.  
 
Pembahasan  
A.  Bentuk Kerjasama Program Citizen’s 
Charter terkait Pembangunan IPAL Do-
mestik Komunal Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat di Kecamatan Sananwetan 
dan Kecamatan Kepanjenkidul. 
Pembangunan sanitasi di bidang Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domostik 
Komunal ini tidak ada kaitannya dengan program 
Citizen’s Charter, tetapi pada akhirnya untuk 
hasil akhir dari pembangunan IPAL ini masih 
mencangkup tujuan dari Citizen’s Charter di 
bidang kesehatan. Dalam hal ini pemerintah 
memberikan wacana untuk dinas yang ber-
hubungan dengan proses pengembangan IPAL 
ataupun sanitasi menjalin kerjasama dengan 
pihak swasta. Strategi pelibatan sektor swasta 
dan pelaku bisnis dalam pembangunan sanitasi 
terpadu dan berskala kota dibagi dalam dua 
kelompok strategi, yaitu strategi untuk sanitasi 
Kota Blitar secara umum yang juga menunjang 
sasaran dan strategi aspek-aspek lainnya seperti 
kelembagaan, keuangan dan PMJK, dan strategi 
yang lebih spesifik  terintegrasi dalam tujuan dan 
sasaran yang ditetapkan setiap sub-sektor air 
limbah, persampahan, drainase lingkungan, dan 
aspek PHBS untuk percepatan pembangunan 
sanitasi Kota Blitar. Bentuk dukungan dari segi 
pembiayaan  pembangungan IPAL sanitasi 
pihak-pihak pemerintah yang terkait antara lain : 
Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, 
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan untuk hal 
ini terdapat lima (5) bentuk dukungan dari 
program sanitasi, yaitu: Water and Sanitation 
Program (WASAP), AUS-AID/ IEG, Urban 
Sanitation for PNPM Mandiri (USRI) dan 
Environmental Cooperation-Asia (ECO-Asia). 
B.   Tingkat Kepuasan Masyarakat Sekitar 
terkait Pengembangan Program Citizen’s 
Charter dalam Pembangunan IPAL 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 
Tingkat kepuasan masyarakat terkait 
masalah pembangunan sanitasi baik sanitasi yang 
berada di Kecamatan Sananwetan yaitu KSM 
Bina Sejahtera maupun sanitasi yang berada di 
Kecamatan Kepanjenkidul yaitu KSM Khumba 
Shita, tingkat kepuasan yang diukur hampir sama 
yaitu dengan melihat seberapa banyaknya 
keluhan-keluhan dari masyarakat dengan 
penyampaian langsung kepada pengurus KSM.  
C.  Upaya Pemerintah Memonitoring dalam 
Pengembangan Berkelanjutan Pelestarian 
Pembangunan IPAL Sanitasi.  
Upaya pemerintah dalam memonitoring 
melalui: Monitoring Pelaksanaan/ Implementasi 
program kegiatan sanitasi terhadap program 
kegiatan dalam SSK dan Monitoring dampak/ 
keberfungsian dan manfaat sarana sanitasi di 
Kota Blitar. Serta salah satu upaya pelestarian 
yang terus dibenahi dan digagas oleh pemerintah 
Kota Blitar yaitu Pembentukan Pokja Sanitasi.  
D.  Pengelolaan dan perawatan IPAL sanitasi 
dimasing-masing KSM. 
a. Bentuk Pengelolaan 
1) Bentuk Pengelolaan di KSM Bina 
Sejahtera 
Untuk pengelolaan kita menggunakan 
sistem an aerobic yang bekerjasama dengan 
BEST/ BORDA.  
2) Bentuk Pengelolaan di KSM Khumba 
Shita 
KSM ini menggunakan sistem Lumpur 
Aktif atau biasa yang disebut dengan sistem 
Aerobik 
b. Bentuk Perawatan  
 Semua perawatan sesuai dengan SOP yang 
sudah ada. 
E. Dampak Pembangunan Sanitasi yang 
telah Dilaksanakan di Kota Blitar selama 
5 Tahun Terakhir 
Untuk hasil akhir dari pembangunan IPAL 
ini sudah dapat dilihat, hampir sebagian besar 
penyakit seperti diare, ISPA, paru-paru dan 
Thypus serta kebiasaan buang air besar 
sembarangan sudah berkurang. 
F. Faktor pendukung dan faktor peng-
hambat yang muncul setelah 
pembangunan IPAL sanitasi. 
a. Faktor Pendukung 
Untuk tercapainya pembangunan Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat (STBM) diperlukan 
beberapa faktor pendukung, yaitu : Ketersediaan 
Lahan untuk pengelolaan limbah adalah jumlah 
lahan yang dibutuhkan minimal antara 150-200 
meter persegi, Penentuan calon pengguna dalam 
penentuan ini gunakan dua alat yaitu Welfare 
Classification dan Community Mapping (Buku 
Pedoman Sanitasi tentang Tata Pelaksanaan,  
Pembangunan, Pemanfaatan dan Perawatan 
Sanitasi). Welfare Classification digunakan 
untuk mengidentifikasi jumlah calon pengguna 
dan dari kelompok sosial masyarakat miskin, 
menengah atau kaya, sesuai kriteria masyarakat 
sendiri. Sedangkan Community Mapping diguna-
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kan untuk menentukan tingkat aksesibilitas calon 
pengguna tersebut terhadap sarana yang akan 
dibangun, sekaligus menghitung jumlah calon 
pengguna, dilakukannya pe-nyeleksian jenis 
teknologi yang digunakan oleh masyarakat, 
dibentuknya kelembagaan SANIMAS terdiri 
panitia pembangunan dan badan pengelola, 
adanya kelompok swadaya masyarakat, dan 
adanya anggaraan yang bersumber dari 
pemerintah pusat, pemerintah kota blitar, swasta 
(fasilitator), dan masyarakat. 
b. Faktor Penghambat 
Untuk mencapai pembangunan yang sesuai 
dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) terdapat beberapa penghambat didalam-
nya, yaitu: Kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat tentang penggunaan, pengelolaan 
dan perawat sanitasi secara tepat, masyarakat 
yang cenderung seenaknya dalam membuang 
limbah, Manajemen yang semrawut/ tidak sesuai, 
perawatan yang terabaikan dan cenderung 
sembrono, pembuangan air limbah yang 
sembarangan sehingga mengganggu warga 
sekitar pembangunan IPAL, dan badan pengelola 
yang tidak konsisten, dimana acuh terhadap 
pengelolaan dan perawatan instalasi. 
 
Kesimpulan  
Kepadatan penduduk mengakibatkan 
banyaknya pemukiman warga yang berada di 
tempat yang tidak seharusnya karena tidak 
adanya lahan untuk dijadiakan pemukiman yang 
layak. Pemukiman warga yang kurang teratur 
mengakibatkan banyaknya limbah rumah tangga 
sehingga membuat pemerintah berfikir bagai-
mana cara yang tepat untuk menanggani masalah 
limbah tersebut. Cara yang sesuai untuk 
menanggani masalah limbah pada pemukiman 
padat penduduk yaitu dengan cara membangun 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan 
salah satu program gagasan dari pemerintah yang 
merupakan perkembangan program cictizen’s 
charter yang terkait di bidang kesehatan. Sanitasi 
terus dikembangkan dikota Blitar karena telah 
tercantum didalam Memorandum Program 
Sektor Sanitasi (MPSS). MPSS disusun ber-
dasarkan Buku Putih dan Dokumen Strategi 
Sanitasi Kota (SSK). Strategi Sanitasi Kota 
(SSK) sudah dibuat 2 (dua) kali selama kurun 
waktu 10 tahun, SSK I dibuat tahun 2007-2012 
dan SSK II dibuat tahun 2013-2017. Dengan 
adannya layanan ini akan menjadikan 
masyarakat untuk hidup lebih sehat. 
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